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Alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara 
pidana di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting yaitu untuk 
memperkuat proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan 
hakim dalam mempergunakan alat bukti petunjuk adalah untuk menyempurnakan 
alat bukti yang lain dan mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan 
terdakwa. Meskipun alat bukti petunjuk bukan merupakan bukti langsung dan baru 
muncul apabila alat bukti lainnya telah ada, alat bukti petunjuk memiliki 
kedudukan yang sama dengan alat-alat bukti yang sah lainnya dalam KUHAP. 
Disamping itu, alat bukti petunjuk banyak digunakan hakim untuk memperkuat 
keyakinannya dalam memeriksa dan memutus perkara pidana di persidangan. 
 
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis; Proses Pembuktian; Alat Bukti Petunjuk; 




The instructions evidence as one of the legal evidence in criminal procedural law 
in Indonesia has a role and a very important function, namely to strengthen the 
verification process in the resolution of a criminal case. Consideration of the judge 
in the use of evidence hint is to enhance other evidence and insufficient evidence 
that the act committed by the defendant. Although the evidence is not evidence of 
direct guidance and new occur if other evidence exists, evidence of the instructions 
have the same position with the tools other valid evidence in the book of the law of 
criminal procedure law. In addition, evidence of instructions used to reinforce 
confidence in the judges examine and decide a criminal case in court. 
 









Negara Indonesia adalah negara hukum, termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) 
UUD 1945 perubahan ke-4. Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah 
hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi 
menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Di 
Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan pidana diluar KUHP, seperti 
Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dll. Sedangkan pengaturan 
hukum pidana formil dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan lainya seperti Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, 
dll.  
Dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia diantaranya diatur 
tentang pembuktian. Untuk pembuktian hakim dapat menjatuhkan pidana, 
berdasarkan Pasal 183 KUHAP sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang 
dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat 
bukti dalam pembuktian perkara pidana adalah alat bukti petunjuk. Termuat dalam 
Pasal 188 Ayat (1) KUHAP: 
“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana 
dan siapa pelakunya.” 
 
Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal itu sulit untuk ditangkap dengan 
mantap. Barangkali rumusan tersebut dapat dituangkan dengan cara menambah 
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beberapa kata ke dalamnya. Dengan penambahan kata-kata itu dapat disusun dalam 
kalimat berikut : 
“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian 
atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu 
dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak 
pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau 
mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak 
pidana dan terdakwalah pelakunya”.1 
 
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap 
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia 
mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan 
hati nuraninya.2 
Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan pada 
hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat 
bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen warrneming van de 
rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh 
hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau 
perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui umum.3 
Menurut P.A.F. Lamintang, petunjuk itu memang hanya merupakan dasar 
yang dapat digunakan oleh hakim untuk menganggap sesuatu kenyataan sebagai 
alat bukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat 
bukti, seperti keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya 
suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, 
                                                            
1 M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 313 
2 Pasal 188 Ayat (3) KUHAP. 
3  http://goresanpenahukum.blogspot.com/2014/05/alat-bukti-petunjuk.html, diakses pada, Kamis, 
26 Maret 2015 pukul 11.01 WIB. 
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yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu 
kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan 
tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.4 
Berdasarkan latar beakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut: Pertama, apakah alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian 
perkara pidana; Kedua, bagaimana peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam 
proses penyelesaian perkara pidana; Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dalam 
menggunakan alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian perkara pidana di 
persidangan. 
Metode pendekatan, yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif 
empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep normatif/yuridis tentang alat bukti 
petunjuk dilanjutkan pendekatan empiris untuk mengkaji tentang praktik hukum 
penerapan alat bukti petunjuk dalam penyelesaian perkara pidana sebagai salah 
satu alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Metode analisis data, yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini 
dilakukan secara kualitatif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 
metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu suatu analisi data yang berpola 
menggambarkan apa yang ada secara yuridis tentang fungsi alat bukti petunjuk 
dalam pembuktian perkara pidana dan praktik penerapannya di penyidikan dan 
peradilan di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif 
dimana berangkat dari data-data yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan 
                                                            
4 P.A.F. Laminatang, 2010, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan 
Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 430 
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yang bersifat umum tentang peran dan fungsi alat bukti petunjuk dalam 
penyelesaian perkara pidana. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana 
Petunjuk dapat berupa sebuah keterangan, namun tidak semua keterangan  
itu dapat dijadikan petunjuk. Keterangan yang diperoleh dari seorang saksi bisa 
disebut sebagai petunjuk, akan tetapi apabila keterangan itu diperoleh dari 
tersangka maupun terdakwa bukanlah  petunjuk tetapi bisa menjadi keterangan 
yang akan memberatkan (A charge) ataupun sebaliknya keterangannya itu dapat 
meringankan (A de charge).5 
Selain itu petunjuk dapat diperoleh dari barang bukti, meskipun 
keberadaan barang bukti ini bukan merupakan alat bukti. Yang mana barang bukti 
hanya ada di “bukti permulaan yang cukup”, yaitu bukti yang berupa keterangan-
keterangan dan data yang terkandung dalam: (a) Laporan Polisi; (b) BAP saksi / 
tersangka (BAP TKP); (c) Pelaporan hasil penyelidikan; (d) Barang Bukti;6 
Alat bukti petunjuk pengertiannya dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 
188 Ayat (1). Ardhias Adhi Wibowo sebagai Jaksa/salah satu praktisi hukum, 
merasa belum memenuhi kualifikasi untuk berpendapat tentang pengertian dari alat 
                                                            
5Ari Sumarwono, Wakasat Reskrim Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis 26 
Februari 2015, pukul 10.00 WIB. 
6 Ari Sumarwono, Wakasat Reskrim Polresta Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Kamis 26 
Februari 2015, pukul 10.00 WIB. 
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bukti petunjuk. Dalam  praktek yang digunakan adalah KUHAP sebagai hukum 
acara yang berlaku di Indonesia.7 
Berbicara tentang alat bukti petunjuk itu sendiri mengenai pengertiannya 
dapat dilihat menurut KUHAP Pasal 188 Ayat (1) : 
“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena 
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya.” 
 
Menurut M. Yahya Harahap yaitu: 
“Petunjuk ialah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian 
atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu 
dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak 
pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut melahirkan atau 
mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak 
pidana dan terdakwalah pelakunya”.8 
 
 
Peran dan Fungsi Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Penyelesaian Perkara 
Pidana 
 
Beranjak dari pengertian alat bukti petunjuk, peran dan fungsi alat bukti 
petunjuk itu sama dengan alat bukti yang lain dalam KUHAP yaitu untuk 
memperkuat proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan dalam persidangan. 
Akan tetapi alat bukti petunjuk ini baru dipakai apabila dirasa dari alat bukti-alat 
bukti yang lain masih kurang untuk dilakukan pembuktian atas kesalahan terdakwa 
ataupun dari alat-alat bukti yang ada masih belum cukup atau tidak ada persesuaian 
diantaranya. 
                                                            
7 Ardhias Adhi Wibowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 31 
Maret 2015, pukul 10:10 WIB. 




Peran dan fungsi dari alat bukti petunjuk ini untuk membuat terang suatu 
perkara apakah benar-benar terjadi tindak pidana. Suatu ketika surat Berita Acara 
Pemeriksaan oleh penyidik yang dilimpahkan ke kejaksaan belum lengkap dan 
belum bisa mencukupi pembuktian maka diberilah petunjuk untuk menemukan 
persesuaiannya.9 
Alat Bukti Petunjuk berperan setelah alat-alat bukti yang ada saling 
bersesuaian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang bersesuaian. Misal ada saksi yang 
diperiksa dengan tidak disumpah, tetapi keterangannya bersesuaian satu sama lain. 
Jadi keterangan itu bisa ditarik sebagai petunjuk / digunakan sebagai petunjuk. 
Pada praktiknya alat bukti petunjuk tidak selalu digunakan dalam pembuktian 
perkara pidana, tetapi banyak digunakan oleh hakim dalam hal memperkuat dan 
mempertebal keyakinannya. Alat bukti petunjuk digunakan manakala alat bukti 
yang lain (surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa) masih belum menguatkan 
keyakinan hakim. Sehingga dengan adanya alat bukti petunjuk akan lebih 
mempertebal keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan 
terdakwa tersebut benar sebagai pelakunya.10 
Uraian di atas sudah cukup jelas menjabarkan tentang bagaimana peran 
dan fungsi dari alat bukti petunjuk yang merupakan salah satu alat bukti yang sah 
dalam KUHAP, secara singkat dikatakan bahwa peran dan fungsi alat bukti 
petunjuk adalah memperkuat proses pembuktian perkara pidana, selain itu juga 
                                                            
9 Ardhias Adhi Wibowo, Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 31 
Maret 2015, pukul 10:10 WIB. 
10 Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin 23 
Februari 2015, Pukul 13.10 WIB. 
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dalam persidangan untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. 
Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan Alat Bukti Petunjuk dalam 
Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan 
 
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan 
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan 
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang 
boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan 
pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan 
terdakwa.11 
Setelah dipelajari beberapa sistem pembuktian, dapatlah dicari sistem 
pembuktian apa yang dianut oleh KUHAP. Dalam KUHAP sistem pembuktian 
diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya” 
 
Berdasarkan Ketentuan Pasal 183 tersebut di atas, putusan hakim haruslah 
didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu : (a) Minimum 2 (dua) alat bukti ; (b) Dari 
alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana. 
                                                            
11 M. Yahya Harahap, 2008, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan 
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, hal. 273. 
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Untuk memperkuat atau mempertebal keyakinan hakim dalam memutus 
perkara di persidangan banyak digunakan alat bukti petunjuk meskipun tidak selalu 
digunakan. Beberapa pertimbangan dalam mempergunakan alat bukti petunjuk 
diantaranya:12 (a) Untuk menyempurnakan alat bukti yang lain; (b) Untuk 
mencukupi pembuktian perbuatan yang dilakukan terdakwa. 
Bahwa di dalam Pasal 183 KUHAP ini diisyaratkan pula bahwa segala 
pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap minimum 
alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Kekuatan pembuktian petunjuk 
oleh hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh 
petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya 
sebagai upaya pembuktian. Alat bukti petunjuk digunakan oleh hakim apabila 
terdakwa menyangkal dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, karena apabila 
terdakwa membenarkan atau mengakui dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang 
diajukan oleh penuntut umum maka hakim tidak perlu menggunakan alat bukti 
petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.13 
Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) 
KUHAP adalah untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
mengetahui siapa pelakunya. Setelah melakukan wawancara dengan hakim, hakim 
mengatakan bahwa penggunaan alat bukti petunjuk tidak hanya untuk 
memidanakan seseorang tetapi juga dapat membebaskan seseorang dari tuntutan 
penuntut umum. Hal ini berarti hakim menyimpulkan bahwa penggunaan alat bukti 
                                                            
12 Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin 23 
Februari 2015, Pukul 13.10 WIB. 
13 Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin 23 
Februari 2015, Pukul 13.10 WIB. 
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petunjuk oleh hakim berdasarkan Pasal 188 (1) KUHAP memang telah terjadi 
tindak pidana tetapi pelakunya belum tentu seseorang yang telah didakwa oleh 
penuntut umum.14 
Mengenai alat bukti petunjuk di atas maka dapat dikatakan bahwa 
petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim 
tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antara kenyataan 
yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu 
sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, 
keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Hal ini menjelaskan 
bahwa di dalam sistem pumbuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam 
HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHAP mengisyaratkan pentingnya 
keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana. 
Menurut Subekti, ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan 
kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim, dalam 
melaksanakan tugasnya tersebut, diperbolehkan menyandarkan putusan hanya atas 
keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu 
harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.15 
Dari uraian-uraian di atas sudah cukup terang bahwa pertimbangan hakim 
untuk menggunakan alat bukti petunjuk adalah untuk mempertebal atau 
memperkuat keyakinannya dan disisi lain haruslah memperhatikan persesuaian 
antara alat-alat bukti yang lain (keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa). 
 
                                                            
14 Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, Senin 23 
Februari 2015, Pukul 13.10 WIB. 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditarik simpulan sebagai 
berikut: Pertama, pengertian alat bukti petunjuk dalam proses penyelesaian 
perkara pidana sesuai dengan pengertian pasal-pasal dalam peraturan perundangan 
(misal KUHAP), sedangkan para praktisi atau aparat penegak hukum seperti 
penyidik kepolisian, jaksa/penuntut umum, hakim merasa belum memenuhi 
kualifikasi sebagai ahli hukum yang berpendapat mengenai definisi alat bukti 
petunjuk itu sendiri tetapi mereka berpedoman pada KUHAP untuk menjalankan 
hukum acara pidana. Jadi untuk definisi alat bukti petunjuk banyak mengandung 
pengertian seperti para ahli hukum berpendapat, tetapi secara konkrit pengertian 
dari alat bukti petunjuk sudah dirumuskan jelas dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. 
Kedua, peran dan fungsi alat bukti petunjuk yaitu untuk memperkuat 
pembuktian, dalam penyidikan digunakan untuk memperlengkap alat bukti yang 
lain dalam berkas perkara yang akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Jaksa/Penuntut 
Umum menggunakan alat bukti petunjuk dalam penuntutan serta memberikan 
petunjuk kepada penyidik apabila alat buktinya belum cukup untuk pembuktian, 
sedang hakim hampir selalu dipakai untuk memperkuat atau mempertebal 
keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara yang mana petunjuk diperoleh 
dari fakta-fakta persidangan maupun berdasar pada surat tuntutan dakwaan dari 
Penuntut Umum. 
Ketiga, pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk 
sesuai dengan bunyi Pasal 183 dan 188 Ayat (3) KUHAP yaitu untuk memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
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yang bersalah melakukannya, yang untuk memperkuat atau mempertebal 
keyakinan hakim dilakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dengan arif lagi 
bijaksana setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian 
berdasarkan hati nuraninya. 
Saran 
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis memberikan saran 
sebagai berikut: Pertama, untuk para praktisi/aparat penegak hukum meliputi: 
penyidik kepolisisan, jaksa/penuntut umum dan hakim (khususnya di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Surakarta) harus lebih memahami tentang pengertian 
dari alat bukti petunjuk secara mendasar agar tidak terjadi kesalahan dalam 
penerapannya untuk mempergunakan alat bukti petunjuk dalam proses pembuktian 
penyelesaian perkara pidana. 
Kedua, kepada pakar/ahli hukum termasuk para praktisi hukum (penyidik 
kepolisisan, jaksa/penuntut umum dan hakim) harus lebih tegas dan jelas dalam 
merumuskan tentang alat bukti petunjuk. Mengingat perannya yang sangat penting 
dalam pembuktian, harus diperluas lagi tentang alat bukti petunjuk baik cara 
memperolehnya maupun syarat-syaratnya. Karena dalam penerapannya secara 
teori dengan prakteknya cukup berbeda, seperti contoh sumber atau cara 
memperoleh alat bukti petunjuk itu sendiri bisa diperoleh dari persesuaian 
keterangan ahli maupun barang bukti dan tidak hanya dari keterangan saksi, surat, 
keterangan terdakwa seperti dalam pasal 188 Ayat (2) KUHAP. Sebab hakim 




Ketiga, hakim harus benar-benar cermat dan penuh kesaksian berdasar 
hati nuraninya karena sifatnya subyektif berdasar atas penilaian hakim yang 
dilakukan dengan arif lagi bijaksana. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian 
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